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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: ooy' llrv'orealBBl ot 12022

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis
operasional pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, maka dipandang perlu untuk menunjuk
Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut
perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Kuasa
Pengguna Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang
Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomot 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Menetapkan

KESATU

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomort93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20'17 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 61 09);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus D,.sease 2019 (Covid-19) dan/ atau

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggann 2022 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6735);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 141);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara (Berita negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

lO.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 202't tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun2021 Nomor411);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPAIA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Menunjuk dan menetapkan Saudara Fitri Widiastuti, S.E.,

N.l.P. 19800301 2OO701 2 006 sebagai Bendahara Pengeluaran pada

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan

honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEDUA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung



KETIGA

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 02 /aaua;,' 2022

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVI N BANGKA BELITUNG,
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SIAGIAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Sekrelaris Jendoral Badan Penga\,r,as Pemilihan Umum Republik lndonesia diJakartai
2. Ketua Badan Penga\ivas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkelpinang;
3. Kepala Kantor Vvilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kanlor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang;
5. Yang bersangkutan.
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